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ABSTRAK

Kesalahpahaman dalam penafsiran kontrak pengadaan dapat menimbulkan
berbagai permasalahan kontraktual. Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang PBJ juncto
Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018
Tentang PBJ menjadi dasar hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Kerapkali terjadi bahwa pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk
menentukan pemenang tender yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan tender itu sendiri, yang seharusnya
memberikan kesempatan yang sama kepada para pelaku bisnis untuk memperoleh
barang dan jasa berkualitas dengan harga rendah dan murah.

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu
bagaimana prinsip-prinsip hukum kontrak dalam pengadaan barang dan jasa, dan
bagaimana analisis hukum terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa
menurut Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang LPM dan PUTS. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang
dilakukan atas dasar data sekunder yang didukung oleh bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier dengan cara menganalisis teori, konsep, asas hukum, serta
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip hukum dalam proses
pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam penelitian ini lebih menekankan pada
prinsip transparansi yang memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekedar
menerapkan proses yang terbuka. Pemerintah harus berusaha untuk memahami dan
menerapkan prinsip transparansi secara efektif dalam proses pengadaan barang dan
jasa untuk mencapai hasil yang lebih baik dan lebih bermakna. Sedangkan
mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah bilamana terjadi
persekongkolan pemenangan tender oleh pelaku usaha sehingga menciptakan
persaingan usaha tidak sehat dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana
dan sanksi tambahan sesuai yang ditetapkan. Selanjutnya dalam hal terjadinya
sengketa dan perselisihan maka dapat diselesaikan melalui Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kata Kunci : pengadaan barang dan jasa, prinsip hukum, persekongkolan tender.
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